
                                                                                   
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI II DPR RI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tahun Sidang : 2015-2016 
Masa Persidangan :  I 
Rapat Ke : 30 
Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 
Dengan : Pemerintah Kabupaten Sintang, DPRD Kab.Sintang, tim 

Pemekaran 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Dan 
Tim Pembentukan Provinsi Papua Tengah. 

Sifat Rapat :  Terbuka 
Hari,Tanggal :  Kamis, 10 September 2015 
Waktu :  Pukul 10.00 WIB s.d Selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Pansus C (Gd. Nusantara II)   
Acara       : Audensi/Konsultasi terkait DOB 
Ketua Rapat :  Dr. Wahidin Halim, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI 
Sekretaris Rapat :  Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir :  15 Anggota Komisi II DPR RI 

1. Rambe Kamarul Zaman (Ketua/F-PG) 
2. Dr. Wahidin Halim, M.Si (Wakil Ketua/F-P.D) 
3. Komarudin Watubun, SH, MH/F-PDIP 
4. Arif Wibowo/F-PDIP 
5. Drs. Sirmadji, M.Pd/F-PDIP 
6. Tagore Abu Bakar/F-PDIP 
7. Agung Widyantoro, SH, M.Si/F-PG 
8. Tabrani Maamun/F-PG 
9. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si/ F-P.Gerindra 
10. H. Subarna, SE, M.Si/F-P.Gerindra 
11. Libert Kristo Ibo ,S.Sos, SH, MH/F-PD 
12. H. Sukiman, S.Pd, MM/F-PAN 
13. Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si/F-PPP 
14. Drs. Tamanhuri, MM/F.Nasdem 
15. Dr. Rufinus Hotmaulana H, SH, MM, MH/F-P.Hanura 

  
 
I. PENDAHULUAN 

A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Pemerintah 
Kabupaten Sintang, DPRD Kab.Sintang, tim Pemekaran 3 (tiga)  Kabupaten di Provinsi 
Kalimantan Barat dan Tim Pembentukan Provinsi Papua Tengah pada hari Kamis, 10 
September 2015 dibuka pada pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 
II DPR RI, Dr. H. Wahidin Halim, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
  

B. Ketua Rapat menyampaikan agenda RDPU dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, 
DPRD Kab.Sintang, tim Pemekaran 3 (tiga)  Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 
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dan Tim Pembentukan Provinsi Papua Tengah terkait dengan DOB di Provinsi 
Kalimantan Barat dan  Provinsi Papua Tengah 
 

C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang, DPRD 
Kab.Sintang, tim Pemekaran 3 (tiga)  Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dan Tim 
Pembentukan Provinsi Papua Tengah untuk memberikan penjelasan terkait 
kedatangannya ke Komisi II DPR RI. 
 
 

II. CATATAN 

A. Pemerintah Kabupaten Sintang, DPRD Kab.Sintang, tim Pemekaran 3 (tiga) 
Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat mempertanyakan perkembangan 
pembahasan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) khususnya terkait dengan 
pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) sebagai pemekaran dari Provinsi 
Kalimantan Barat serta beberapa DOB lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, yang 
sudah termasuk dalam 65 usulan DOB yang lalu. Pemerintah Kabupaten Sintang, 
DPRD Kab.Sintang, tim Pemekaran 3 (tiga)  Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 
sangat mengharapkan agar pembentukan DOB dapat terlaksana karena menjadi 
keinginan seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. 
 

B. Tim Pembentukan Provinsi Papua Tengah mempertanyakan perkembangan 
pembahasan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) khususnya terkait dengan 
pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai pemekaran dari Provinsi Papua  , yang 
sudah termasuk dalam 65 usulan DOB yang lalu. Tim Pembentukan  Papua Tengah 
sangat mengharapkan agar pembentukan DOB dapat terlaksana karena menjadi 
keinginan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Tengah. 
 

C. Komisi II DPR RI menerima aspirasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang 
disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, DPRD Kab.Sintang, tim Pemekaran 
3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Pembentukan Provinsi Papua 
Tengah, selanjutnya akan mengkonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam 
Rapat Kerja terkait dengan Daerah Otonomi Baru 
 
 

III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 12.15 WIB. 
 

 

 

 

 

 

 

  Jakarta, 10 September 2015 
   Wakil Ketua Komisi II DPR RI 
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 Dr. Wahidin Halim, M.Si 
      A-440 
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